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ANALISIS PENDAPATAN PAJAK PERTAMBANGAN BATU BARA DI 

INDONESIA BERDASARKAN PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR 

11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DALAM MEWUJUDKAN 

NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) 

 
ABSTRAK 

Negara kesejahteraan menjadi cita-cita seluruh bangsa khususnya Indonesia. Namun, 

untuk membangun negara kesejahteraan dibutuhkan anggaran dana yang sangat besar 

untuk pembangunan saat ini dan kedepannya. Pemerintah bertugas untuk 

memaksimalkan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah untuk 

mendapatkan pemasukan anggaran yang sangat besar. Harapannya pajak yang 

didapatkan dari sumber daya alam dapat menjadi surplus bagi pemasukan negara. 

Sayangnya, banyak pihak wajib pajak yang tidak patuh pada peraturan yang telah 

ditetapkan. Beberapa kasus mencatat bahwa pertambangan batu bara di Indonesia 

terindikasi melakukan kecurangan dalam membayar pajak. Adanya sistem perpajakan 

yang buruk dari internal aparat pajak juga turut berdampak pada semakin rendahnya 

kesadaran membayar pajak banyak pihak. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana cara optimalisasi pendapatan pajak dari pertambangan batu 

bara, serta hambatan dan solusi pemungutan pendapatan pajak dari pertambangan batu 

bara setelah diterapkannya Pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 

Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini menggunakan jenis 

pendekatan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan 

gabungan dari penelitian hukum normatif dan penelitian empiris. Penelitian ini 

dilakukan dengan mengkaji kepustakaan terlebih dahulu yang akan digunakan untuk 

membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Sumber data yang 

digunakan yaitu data primer dan mengaitkannya dengan bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Pada penelitian yang telah dilakukan, 

didapatkan beberapa hasil di lapangan seperti optimalisasi pendapatan pajak batu bara 

dapat dilakukan dengan cara menerapkan asas keadilan dalam pemungutan pajak batu 

bara, lalu menggunakan pajak batu bara sebagai penopang APBN untuk pembangunan 

nasional, dan memanfaatkan pajak pertambangan agar berguna dan memiliki manfaat 

bagi rakyat. Akan tetapi dalam pemungutan pajak batu bara terdapat beberapa 

hambatan karena masih kurangnya penegakan hukum pada sektor pajak batu bara. 

Lalu, pihak yang berkecimpung dalam sektor batu bara memiliki tingkat kepatuhan 

yang rendah dalam membayarkan pajak usaha batu baranya. Kementerian Pajak juga 

lemah dalam melakukan pengawasan administrasi terhadap para pelaku pelanggar 

pajak. 

 

Kata Kunci: Pajak; Batu Bara; Negara Kesejahteraan 
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ANALYSIS OF COAL MINING TAX REVENUE IN INDONESIA BASED ON 

ARTICLE 112 OF LAW NUMBER 11 OF 2020 ABOUT JOB CREATION IN 

REALIZING WELFARE STATE 

 
ABSTRACT 

A welfare state is the goal of all nations, especially Indonesia. However, to build a 

welfare state requires a very large budget of funds for current and future development. 

The government is tasked with maximizing Indonesia's abundant natural resources to 

obtain a very large budget income. It is hoped that taxes obtained from natural 

resources can become a surplus for state income. Unfortunately, many taxpayers do 

not comply with the regulations that have been set. Several cases noted that coal 

mining in Indonesia is indicated to have committed fraud in paying taxes. The 

existence of a poor taxation system from internal tax officials also has an impact on 

the lower awareness of paying taxes for many parties. This research was conducted 

to find out how to optimize tax revenue from coal mining, as well as obstacles and 

solutions to collecting tax revenue from coal mining after the implementation of 

Article 112 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The research method 

used in this thesis uses a type of empirical juridical legal research approach. 

Empirical juridical research is a combination of normative legal research and 

empirical research. This research is conducted by reviewing the literature first which 

will be used to help solve problems that occur in the field. The data source used is 

primary data and relates it to primary legal materials, secondary legal materials, and 

tertiary legal materials. In the research that has been conducted, several results are 

obtained in the field such as optimizing coal tax revenue can be done by applying the 

principle of justice in coal tax collection, then using coal tax as a support for the state 

budget for national development, and utilizing mining taxes to be useful and have 

benefits for the people. However, in collecting coal tax there are several obstacles due 

to the lack of law enforcement in the coal tax sector. Then, parties involved in the coal 

sector have a low level of compliance in paying their coal business tax. The Ministry 

of Taxes is also weak in conducting administrative supervision of tax violators. 

 

Keyword: Tax; Coal; Welfare State 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 
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Mewujudkan negara yang sejahtera adalah cita-cita seluruh bangsa 

Indonesia. Membangun negara kesejahteraan (welfare state) menjadi jawaban 

yang tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan 

rakyat. Keyakinan membangun welfare state diperkuat dengan banyaknya bukti 

empiris yang telah terjadi seperti semakin maraknya kegagalan pasar (market 

failure) serta kegagalan negara (government failure) dalam meningkatkan 

kesejahteraan rakyat (Elviandri, dkk. 2019: 253). Untuk mencapai tujuan menjadi 

negara kesejahteraan, baik negara maju maupun negara berkembang 

membutuhkan banyak anggaran dalam merealisasikannya. Anggaran yang 

dibutuhkan tidak hanya berguna untuk kesejahteraan saat ini saja, melainkan 

untuk pembangunan kedepan. Terdapat berbagai macam cara untuk mendapatkan 

anggaran dalam membangun sektor keuangan suatu negara, salah satunya adalah 

pajak (Agustina, 2020: 408). 

Banyaknya kebutuhan untuk menjadikan suatu negara menjadi negara 

kesejahteraan harus diimbangi dengan jumlah anggaran yang besar. Maka 

dari itu, sudah menjadi tugas bagi pemerintah untuk mengerahkan seluruh potensi 

negara, termasuk memanfaatkan dengan baik sumber daya alam nasional yang 

dimiliki. Salah satu contoh realisasi pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan 

potensi kekayaan alam negara adalah dengan menetapkan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pokok Pertambangan. Seiring dengan dinamika pemikiran pasca 

reformasi, UU Nomor 11 Tahun 1967 dianggap sudah tidak sesuai dengan politik 



 
 

NASKAH PUBLIKASI I MUHAMMAD NAZIHUN 4 
 

ekonomi yang ingin dijalankan oleh pemerintah, khususnya di bidang 

pertambangan. Oleh karena itu, pemerintah membuat Undang-Undang baru 

sebagai pengganti UU Nomor 11 Tahun 1967, yaitu Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009 (Nalle, September 2012: 476). 

Perubahan yang terjadi pada Undang-Undang tersebut masih membuka jalan 

lebar bagi pihak yang ingin berinvestasi pada kekayaan mineral dan batu bara di 

Indonesia. Saat Undang-Undang ini dibuat, harapan untuk mendapatkan surplus 

dari pajak nasional menjadi andalan sumber pendapatan pajak yang tinggi. 

Harapannya, pajak pendapatan bisnis batu bara dapat menjadi salah satu 

penyokong pajak tertinggi yang bisa digunakan untuk kepentingan pemerintahan 

sekaligus untuk pembangunan negara. Pajak merupakan kewajiban yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah sebagai sarana pembiyaan negara dalam rangka 

pembangunan nasional yang dilakukan demi mencapai tujuan negara yaitu negara 

kesejahteraan (Agustina, 2020: 408). 

Namun, sayangnya kepatuhan membayar pajak belum bisa direalisasikan 

oleh seluruh rakyat, salah satunya adalah bisnis batu bara. Sebagai sebuah 

perusahaan, maka perusahaan batu bara memiliki kewajiban membayar pajak 

karena telah ditetapkan wajib pajaknya oleh negara. Kepatuhan menjadi hal 

mutlak dalam sistem perpajakan modern saat ini. Idealnya, kepatuhan pajak yang 

dilakukan secara sukarela (voluntary tax compliance) mencerminkan tingkat 

kerelaan masyarakat dan badan hukum (perusahaan) dalam memenuhi 

 

 

 

 

 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang diberlakukan di 

Indonesia (Rosdiana, 2020: 217). Namun setelah diberlakukannya Undang- 
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Undang Cipta Kerja, beberapa peraturan dianggap memberatkan pihak pengusaha 

pertambangan khususnya batu bara. Berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang 

Cipta Kerja, batu bara masuk ke dalam kategori barang kena pajak (BKP) setelah 

sebelumnya tidak termasuk ke dalam kategori barang yang dikenakan pajak. 

Adapun isi dari Pasal 4A ayat (2a) UU PPN dan PPnBM yaitu “Jenis barang yang 

tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok 

barang sebagai berikut: a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran 

yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu 

bara”. Pihak perusahaan pertambangan mengeluhkan mengenai hal ini karena 

beranggapan bahwa batu bara mentah bukan merupakan barang yang sudah 

mendapatkan pertambahan nilai. Setelah berubah menjadi barang kena pajak, 

secara otomatis batu bara mentah dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini 

tentu berdampak pada semakin besarnya pengeluaran yang harus dibayarkan oleh 

perusahaan dan semakin besar potensi perusahaan untuk melakukan pelanggaran 

pajak. 

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan yang merupakan hasil penyempurnaan dari Pasal 17 C UU Nomor 28 

Tahun 2007 dijelaskan mengenai beberapa parameter pihak yang wajib pajak 

dapat dikatakan patuh (Rosdiana, dkk., 2020: 217). Suatu pihak yang wajib pajak 

harus tepat waktu dalam menyampaikan Surat 

 

 

 

 

 

Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam kurun waktu dua tahun 

terakhir. Pihak wajib pajak juga harus tidak memiliki tunggakan pada semua jenis 

pajak kecuali pihak tersebut telah diberi izin untuk mengangsur atau menunda 
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pembayaran pajaknya. Kemudian, pihak wajib pajak bukan pihak yang pernah 

dikenakan hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam 

kurun waktu lima tahun terakhir. Parameter terakhir adalah laporan keuangan 

harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) dan wajib mendapat opini wajar tanpa atau dengan 

pengecualian, sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi. 

Indonesia Corruption Watch (ICW) telah memantau sistem dan tata kelola 

perusahaan batu bara di Indonesia dan terbukti bahwa banyak pihak yang 

melakukan kecurangan dalam membayar pajak. Hasil pemantauan ICW pada 

tahun 2006 hingga 2016 menunjukkan bahwa indikasi kerugian yang diakibatkan 

oleh perusahaan batu bara Indonesia mencapai Rp. 133,6 triliun. Selain itu, 

indikasi adanya transaksi yang tidak dilaporkan perusahaan batu bara mencapai 

US$ 27,062 atau setara dengan Rp. 365,3 triliun. Adapun indikasi kerugian ini 

didapatkan dari kewajiban perusahaan batu bara untuk membayar pajak 

penghasilan dan royalti atau dana hasil penjualan batu bara. Salah satu contoh 

kasus yang baru saja dilakukan perusahaan batu bara terjadi pada tahun 2023 oleh 

PT. Jhonlin Baratama. Kuasa khusus wajib pajak perusahaan tersebut, Agus 

Susetyo didakwa karena telah menyuap Direktur Pemeriksaan dan Penagihan 

pada Direktorat Jenderal Pajak dari tahun 2016 

 

 

 

 

 

hingga 2019 dengan uang sejumlah SGD$ 3,5 juta. Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) mengungkap bahwa suap tersebut dilakukan dengan tujuan agar 

pihak DJP dapat memanipulasi besaran wajib pajak yang harus dibayarkan oleh 

PT. Jhonlin Baratama. 
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Buruknya sistem perpajakan ini sangat memungkinkan banyak pihak untuk 

bermain atas pajak batu bara. Padahal, sistem buruk ini akan sangat berdampak 

pada semakin rendahnya kepatuhan wajib pajak. Secara konseptual harusnya 

pajak menjadi bentuk iuran rakyat kepada negara yang berbentuk kas untuk 

mencapai kesejahteraan umum (Malian, 2019: 19). Jika terus dibiarkan, tentu cita-

cita negara untuk menjadi welfare state akan semakin sulit dicapai. Pasal 112 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga turut memiliki 

dampak pada pembayaran pajak yang harus dilakukan perusahaan. Perusahaan 

pertambangan batu bara menyayangkan diberlakukannya pasal ini karena 

menganggap tidak sesuainya pengeluaran karena pajak dengan pemasukan 

perusahaan. Pemerintah menerapkan pasal ini dengan tujuan memaksimalkan 

pajak yang bisa didapatkan dari penggunaan sumber daya alam, namun tentu hal 

ini sangat bertentangan dengan prinsi ekonomi perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk menganalisa dan 

mengkaji mengenai hal ini hingga dapat mengangkat judul penelitian skripsi yaitu 

“Analisis Pendapatan Pajak Pertambangan Batu Bara di Indonesia 

Berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 

Cipta Kerja Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State)”. 

 

 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimanakah cara optimalisasi pendapatan pajak dari pertambangan batu 

bara berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 

Cipta Kerja pada periode tahun 2023? 

2. Apa saja hambatan dan solusi dari masalah pemungutan pendapatan pajak 
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dari pertambangan batu bara berdasarkan Pasal 112 Undang- Undang Nomor 

11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja? 

C. Metode Penelitian 

 

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan jenis pendekatan 

penelitian normatif empiris atau biasa disebut yuridis empiris. Penelitian 

yuridis empiris merupakan suatu penelitian dengan melakukan kegiatan 

kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder lebih dulu, lalu 

dilanjutkan dengan melakukan penelitian untuk mencari data primer secara 

langsung di lapangan (Abdul, 2004: 134). Penelitian empiris digunakan 

untuk melihat hukum sebagai pola perilaku kehidupan masyarakat yang 

selalu berkaitan dengan hubungan bermasyarakat seperti sosial, budaya, dan 

ekonomi. Dapat diartikan bahwa penelitian yuridis empiris adalah penelitian 

yang berlandaskan pada dasar hukum yang berlaku di Indonesia yang 

berguna untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dengan berpegang pada 

ketentuan normatif. 

D. Pembahasan 

Sumber daya alam batu bara merupakan salah satu sumber pendapatan 

alam yang menjadi andalan pajak negara Indonesia yang dalam 

melakukan pembangunan nasional. Meskipun dikaruniai kekayaan batu 

bara yang melimpah, sayangnya tidak diiringi dengan  

rasa keadilan para pengusaha pertambangan batu bara yang dimana 

pembayaran pajak dilakukan secara tidak adil dan imparsial. Keadilan 

untuk pemungutan pajak sangat penting karena pajak merupakan salah 

satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam 

membiayai pembangunan, yaitu dengan mengerahkan seluruh sumber 

daya yang berasal dari dalam negeri (Waluyo, 2019: 2). Kemandirian ini 
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tidak dapat dipisahkan dari peran masyarakat dalam membantu untuk 

membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dengan 

cara melakukan kewajibannya yakni membayar pajak (Iskandar, 2021: 

110). 

Langkah untuk mendukung dan mengimplementasikan penerimaan 

negara dari sektor pajak tersebut, diperlukan sosialisasi pemahaman 

perpajakan kepada masyarakat sehingga seluruh komponen bangsa dapat 

mengetahui dan memahami mengenai sumber pendapatan negara. Dengan 

pengetahuan yang dimiliki tersebut, kegiatan wajib pajak diharapkan 

dapat menjalankan pemenuhan perpajakannya secara benar (Iskandar, 

2021: 110). Sayangnya, praktik sosialisasi ini masih sangat jarang 

dilakukan, padahal keadilan dalam pemungutan pajak sangat penting bagi 

negara. Keadilan menjadi salah satu prinsip yang perlu diterapkan dalam 

merancang sistem perpajakan negara. Keadilan pajak (tax equity) memiliki 

arti bahwa pihak wajib pajak harus menyumbang bagian yang wajar (fair 

share) kepada biaya pemerintahan (cost of government), yang berarti 

pemungutan pajak harus tetap dalam batas-batas kewajaran (Suasa, dkk., 

2021: 8). 

Keadilan pajak mencakup dua hal yakni keadilan vertikal (vertical 

equity) dan keadilan horizontal (horizontal equity). Keadilan vertikal 

merupakan keadilan hasil dari kebijaksanaan yang ditetapkan oleh 

 

pemerintah pusat. Kalimat yang awam didengar mengenai keadilan 

vertikal adalah “seseorang yang penghasilannya lebih besar akan 

membayar pajak lebih besar”. Sementara itu, keadilan horizontal 

dijelaskan dengan kalimat “dua orang yang memiliki penghasilan yang 
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sama akan membayar pajak dalam jumlah yang sama”. Keadilan vertikal 

dapat ditinjau berdasarkan subjeknya, sedangkan keadilan horizontal 

dapat dilihat berdasarkan objeknya (Suasa, dkk., 2021: 8. 

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa pemungutan pajak batu 

bara harus dilakukan secara adil tanpa memandang siapa penambangnya, 

dan hal ini diharuskan secara normatif. Selain itu, terdapat pula asas-asas 

yang harus dipatuhi oleh para penambang batu bara. Salah satu asas 

kewajiban menyelenggarakan pajak secara adil dikemukakan oleh Adam 

Smith pada abad ke-18 dalam bukunya An Inquiry into the Nature and 

Causes of the Wealth of Nations. Dalam buku tersebut terdapat asas 

pemungutan pajak yang dinamakan “the four maxims”, yang akan 

diuraikan sebagai berikut: 

1) Adanya asas equality, yaitu pembagian tekanan pajak antar subjek 

harus seimbang sesuai dengan kemampuannya, seimbang dengan 

penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. 

Negara tidak boleh melakukan diskriminasi antara sesama pihak wajib 

pajak, dan dalam keadaan yang sama maka para pihak wajib pajak 

harus dikenakan pajak yang sama pula. 

 

 

 

 

 

2) Adanya asas certainty, yaitu pajak yang harus dibayar oleh pihak wajib 

pajak harus jelas (certain) dan tidak mengenal kompromi (not 

arbitary). Asas ini menekankan pada pajak harus mengenal subjek-

objek, besaran pajak, dan ketentuan mengenai waktu pembayarannya. 

3) Asas convenience of payment, yaitu penetapan pajak yang akan 
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dipungut paling tidak dilakukan sedekat-dekatnya dengan diterimanya 

penghasilan pihak wajib pajak. 

4) Asas efficiency, yaitu penetapan pemungutan pajak hendaknya 

dilakukan sehemat-hematnya, ini berarti biaya pemungutan tidak boleh 

melebihi pemasukan pajaknya. 

Pajak menjadi suatu instrumen yang menandai relasi antara negara 

dengan warga negaranya. Sebagai sebuah instrumen relasi, maka di 

dalamnya terdapat tentang hak, kewajiban, dan keadilan. Kebijakan 

perpajakan yang condong kepada kewajiban maka akan menjadi sistem 

yang tidak adil bagi pihak wajib pajak (Mustaqiem, 2014: 25). Terdapat 

tiga prinsip utama dari sistem perpajakan, salah satunya adalah prinsip 

keadilan atau kesamaan. Prinsip ini menekankan bahwa pajak harus 

sebanding dengan kemampuan yang dimiliki oleh pihak wajib pajak 

(Burnama, 2022: 68). Prinsip keadilan dalam pemungutan pajak batu bara 

tidak boleh dipandang sebelah mata karena dapat melahirkan kesenjangan 

di mata hukum. 

 

 

 

 

 

Penambangan batu bara berasal murni dari tanah milik rakyat, yang 

kemudian diserahkan kepada negara yang selanjutnya akan diatur dan 

diperuntukkan untuk pengelolaan sumber daya alam. Hal ini dilakukan 

untuk mendorong pajak dalam perspektif ekonomi. Pajak dari perspektif 

ekonomi dipahami sebagai beralih fungsinya sumber daya dari sektor 

privat menuju sektor publik. Berdasarkan pemahaman ini, didapatkan dua 

sudut pandang yaitu berkurangnya kemampuan individu untuk menguasai 
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sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa, namun 

bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam hal penyediaan barang 

dan jasa publik untuk kebutuhan masyarakat (Sudarman, 2013: 10). 

Hubungan antara negara dan warga negara pada urusan wajib pajak 

dapat menimbulkan dampak baik pada sisi politik, keadilan sosial, dan 

keadilan ekonomi. Maka dari itu, penting untuk terus menjaga 

kepercayaan dan saling menghargai antara negara dan rakyat, bahwa pajak 

yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk mendukung kesatuan dan 

cita-cita dalam mewujudkan negara dan bangsa yang sejahtera. Hubungan 

ini mengharuskan kedua belah pihak untuk saling bersinergi, negara harus 

melakukan kewajibannya sesuai dengan amanat konstitusi dan Undang-

Undang, rakyat juga harus melaksanakan kewajibannya dan tunduk pada 

aturan Undang-Undang (Anggraeni, 2016: 170) 

 

 

Pajak harus dikelola secara adil dan bijaksana dengan tujuan agar siap 

dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Masyarakat akan terus 

mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat dinamis, namun 

peraturan ataupun hukum tertulis tidak dapat berubah setiap saat. Untuk 

itu, penegak hukum dituntut harus mampu berlaku secara adil ketika 

menghadapi kasus pajak pada sektor pertambangan batu bara. Seluruh 

pihak pelaksana Undang-Undang diharapkan dapat menyelesaikan suatu 

perkara publik secara adil, agar terjadi penyesuaian hukum dan budaya 

pada sektor pertambangan batu bara. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk 

memberi rasa keadilan bagi masyarakat sesuai dengan kondisinya. Hal 

yang harus dihindari adalah ketika penegak hukum yang menangani 
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perihal pajak menafsirkan Undang-Undang secara subjektif, yang dapat 

berimbas pada ketidak adilan. Maka dari itu dibutuhkan penafsiran 

sosiologis agar dapat membentuk perilaku tertentu di masyarakat 

(Mustaqiem, 2014: 18). 

Secara teoritis, tidak ada sanggahan mengenai kekuasaan negara yang 

memungut pajak dari rakyatnya, akan tetapi yang menjadi permasalahan 

adalah seberapa adil pemerintah dalam memungut pajak. Asas keadilan 

saat ini hanya sebatas teori dalam penerapan pemungutan pajak, namun 

pemerintah belum bisa menerapkan asas ini dengan baik (Novianto, dkk., 

2023: 188). Perjuangan untuk keadilan dalam pemrosesan pajak 

merupakan pencarian keadilan baik secara teori maupun praktik. Salah 

satu langkah untuk mencapai keadilan ini 

adalah dengan menyelenggarakan pemungutan pajak secara umum dan 

merata. Kebijakan pemungutan pajak dapat dikatakan adil ketika terdapat 

keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pihak wajib pajak dengan 

fiskus. Asas ini menjadi pedoman bagi pembuat kebijakan perpajakan, 

khususnya pada sektor batu bara agar dapat menciptakan keadilan dalam 

pemungutan pajak. Asas-asas pemungutan pajak yang adil dapat menjadi 

tolak ukur apakah suatu Undang-Undang perpajakan khususnya pada 

sektor batu bara telah mencerminkan keadilan atau tidak. Kriterianya 

adalah sejauh mana asas atau syarat pemungutan pajak diperkenalkan 

dalam Undang- Undang yang berkaitan (Novianto, dkk., 2023: 188). 

Prinsip keadilan membayar pajak juga harus diberlakukan bagi pihak 

wajib pajak, yang dimana seorang pengusaha harus membayar dengan 

jujur, tepat waktu, dan tidak ada manipulasi hasil pajak. Mengambil dari 
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prinsip keadilan Adolf Wagner, terdapat dua prinsip keadilan pembayaran 

pajak yakni keadilan vertikal serta keadilan horizontal. Merujuk pada 

prinsip ini, maka pajak untuk perusahaan batu bara pengenaannya harus 

diberlakukan. Hal ini menjadi lebih krusial karena pihak pengusaha 

pertambangan batu bara menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih 

besar serta potensi merugikan masyarakat. Selain itu, hal ini juga 

menyangkut pada pendapatan perusahaan pertambangan batu bara yang 

lebih besar dari perusahaan lain atau masyarakat pada umumnya. 

 

Batu bara merupakan batuan sedimen yang mudah terbakar dan berasal 

dari sisa-sisa tumbuhan dan dapat menjadi bahan bakar dari fosil. Hingga 

saat ini, batu bara menjadi komoditi penting yang memiliki nilai ekonomi 

tinggi baik bagi pengusaha maupun pemerintah. Oleh karena itu, dalam 

pemanfaatan sumber daya alam ini pihak pengusaha baru bara harus 

mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan penambangan, 

perdagangan, hingga pemanfaatannya (Harsono, 2018: 254). Pemerintah 

sebagai pihak pemegang otoritas tentu akan mendapatkan pemasukan dari 

sisi pajak. Namun, terjadi perbedaan kepentingan pada sektor ini dimana 

pemerintah berharap semakin besar jumlah penerimaan pajak pada negara, 

tapi pihak pengusaha berupaya membayar pajak sekecil- kecilnya. Tentu 

hal ini memunculkan sengketa antara pihak wajib pajak dengan Direktorat 

Jenderal Pajak. 

Sumber daya alam memiliki kegunaan lain selain untuk memenuhi 

kebutuhan manusia juga berperan untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat. Sumber daya alam sendiri telah diatur dalam Pasal 3 ayat 

(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
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berbunyi, “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya 

kemakmuran rakyat”. Pemanfaatan sumber daya alam untuk pembinaan 

kesejahteraan sosial di Indonesia juga tersirat pada alinea keempat 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi, dan keadilan sosial” (MD, 2011: 40). 

b.  Pajak merupakan pendapatan terbesar bagi keuangan negara yang 

berasal dari pembayaran iuran pihak wajib pajak yang dimana meliputi 

pajak penjualan, pajak kendaraan, dan lainnya. Sedangkan retribusi 

merupakan suatu pembayaran yang dibebankan kepada rakyat dengan 

disertai hubungan balas jasa dari pemerintah terhadap apa yang telah 

dibayarkan, contohnya seperti uang untuk langganan listrik, uang 

langganan air, dan sebagainya (Huroiroh, 2021: 31). Pendapatan yang 

didapatkan retribusi tentu berbeda dengan pajak karena angkanya yang 

terhitung sangat kecil, khususnya pajak batu perusahaan batu

 bara yang keberadaannya mampu membawa 

pemasukan yang sangat tinggi dan berpotensi untuk jangka panjang. 

 

Pajak yang tinggi memiliki pengaruh penting terhadap seberapa banyak 

uang negara yang dicetak. Ketika pajak pendapatan negara rendah, maka 

besar kemungkinan keuangan nasional akan terganggu dan membuat 

negara melakukan pinjaman uang. Pinjaman ini dapat berasal dari dalam 
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negeri, luar negeri, ataupun hadiah yang 

merupakan dana yang diperoleh pihak swasta untuk pemerintah yang 

memiliki sifat voluntir sehingga tidak ada hubungan timbal balik berupa 

balas jasa dalam bentuk apapun (Huroiroh, 2021: 31). 

Fakta di lapangan menunjukkan sektor pajak batu bara belum mampu 

berperan secara signifikan. Seharusnya dari sisi penerimaan negara, sektor 

pertambangan batu bara memiliki kontribusi dalam sumber pendapatan 

APBN meskipun sebagian besar penerimaan negara masih didominasi 

dari penerimaan pajak, sedangkan pendapatan negara yang diperoleh dari 

penerimaan negara bukan pajak (PNBP) masih jauh lebih kecil. Untuk 

PNBP SDA pertambangan sendiri hanya menyumbang sebesar Rp. 19,3 

triliun (7,17%) dari PNB keseluruhan sebesar Rp. 354, 5 triliun di tahun 

2014.. Hal ini menunjukan bahwa pajak pada sektor batu bara belum 

mampu menopang APBN secara baik dan kuat. 

Padahal secara konstitusional keberadaan pasal 23A UUD tahun 1945 

dengan tegas mengatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat 

memaksa untuk keperluan telah diatur dalam Undang- Undang. Undang-

Undang ini kemudian dilanjutkan dengan Undang- Undang Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang didasarkan 

atas pertimbangan. Adapun perubahan ini memiliki makna dimana negara 

sangat bergantung nasib terhadap pendapatan pajak (Sudjana, 2020: 111) 

 

Penghasilan tinggi perusahaan batu bara belum mampu mendorong 

tumbuhnya APBN negara karena masih rendahnya kesadaran dan 



 
 

NASKAH PUBLIKASI I MUHAMMAD NAZIHUN 17 
 

kepatuhan untuk membayar pajak. Selain itu, pada tahun 2020 harga batu 

bara dunia kian menurun didorong oleh produksi yang berorientasi 

domestik di Tiongkok dan India. Harga minyak dunia juga perlahan 

membaik meskipun masih di bawah tahun sebelumnya karena belum 

kuatnya permintaan global. Pada tahun 2020 tercatat rerata harga minyak 

dunia sebesar US$ 41 per barel, menurun dibandingkan rerata harga pada 

2019 sebesar US$ 65 per barel. 

Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah penghasil batu bara 

terbesar di Indonesia memiliki masalah tersendiri dalam pengolahan batu 

bara. Pengerukan batu bara secara masif ini diprediksi dapat membuat 

Kalimantan Selatan akan kehilangan seluruh aset lahan batu bara pada 

tahun 2030. Beberapa daerah penghasil batu bara tertinggi di Kalimantan 

yaitu daerah Banjar, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Balangan, Tabalong, 

Tapin, dan Hulu Sungai Selatan. Dari daerah- daerah ini, tiap tahunnya 

Kalimantan Selatan dapat memproduksi 150 juta ton batu bara atau setara 

dengan 400 ribu ton per hari. 

Pada tahun 2023, pajak yang dihasilkan oleh Kalimantan Selatan 

memang cukup besar melebihi perkiraan. Namun, batu bara sebagai salah 

satu penghasil pajak terbesar tidak menunjukkan performa terbaiknya. 

Tercatat pada triwulan pertama 2023 pendapatan pajak terbesar Provinsi 

Kalimantan Selatan didapatkan dari Pajak Bahan 

 

Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 578 miliar. Pada tahun 

sebelumnya, pajak pendapatan dari sektor pertambangan saja mencapai 

Rp. 15,6 triliun. Penerimaan pajak yang tinggi ini didukung oleh 

meningkatnya harga komoditas batu bara dan sektor-sektor yang 
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mendukung pertambangan ini. Hal lain juga disebabkan oleh 

meningkatnya Pajak Pertambahan Nilai dari yang awalnya 10% menjadi 

11%. Pendapatan pajak yang tinggi ini tidak serta merta membuat 

pemerintah puas karena dikhawatirkan pada tahun selanjutnya pendapatan 

pajak dari pertambangan khususnya batu bara akan menurun. Hal ini 

disebabkan oleh adanya implementasi Undang- Undang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan, khususnya program pengungkapan sukarela. 

Undang-Undang ini dianggap mempersulit pengusaha, selain 

meningkatnya jumlah pengeluaran, perusahaan juga harus mengurus 

pajaknya sendiri karena diterapkannya sistem self assessment 

(Munawarah, 2023). Diterapkannya Undang-Undang ini juga tidak 

disertai dengan pengawasan yang ketat, sehingga perubahan peraturan 

mengenai pajak batu bara ini dapat membuka celah bagi pihak pengusaha 

untuk melakukan pelanggaran seperti manipulasi jumlah pajak yang harus 

dibayarkannya. 

Sanksi pada Undang-Undang perpajakan belum cukup untuk membuat 

para pengusaha pertambangan batu bara membayarkan pajaknya. 

Seharusnya, pengelolaan batu bara dapat dimaknai sebagai pemanfaatan 

hasil alam demi memajukan kesejahteraan bersama 

 

 

termasuk juga pihak pengusaha batu bara. Pada Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 2009, dijelaskan beberapa hal yang mengandung arti penting 

pengelolaan sumber daya, antara lain (Haryadi, 2018: 19): 

1) Memiliki peran penting untuk memenuhi hajat hidup banyak orang; 

 

2) Dikuasai oleh negara demi kemakmuran rakyat; 
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3) Dapat mendorong perekonomian daerah hingga nasional secara 

berkelanjutan; 

4) Dikelola dengan mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan 

berwawasan lingkungan. 

Haryadi juga menjelaskan tentang pokok-pokok pikiran mengenai 

Undang-Undang mineral dan batu bara, yaitu: 

1) Mineral dan batu bara sebagai sumber daya alam tak terbarukan 

dikuasai sepenuhnya oleh negara, serta pengembangan dan 

penggunaannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pusat 

bersama dengan pelaku usaha. 

2) Pemerintah dapat memberikan kesempatan bagi pihak yang berbadan 

hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat 

setempat untuk melakukan usaha mineral dan batu bara sesuai dengan 

izin yang sejalan dengan otonomi daerah. Otonomi ini diberikan oleh 

pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan kewenangannya masing-

masing. 

3) Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, 

pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dilaksanakan 

 

 

 

 

 

berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan 

melibatkan pemerintah pusat atau daerah. 

4) Usaha pertambangan mineral dan batu bara harus memberi manfaat 

ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat 

Indonesia. 
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5) Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan 

wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat atau pengusaha 

kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang 

pertambangan. 

6) Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan 

usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip 

lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Persoalan 

penting terhadap kurang maksimalnya pendapatan pajak sektor batu bara 

adalah hilangnya peran pemerintah dalam proses pengawasan dan 

penerbitan izin pertambangan batu bara. Tidak dilibatkannya

 pemerintah setelah disahkannya Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2020 dikarenakan adanya kewenangan yang tumpang 

tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah membuat 

penerimaan pajak menjadi kurang berjalan efektif dan tidak memberi 

nilai tambah yang optimal (Yofita, 2020: 196). Salah satu alasan tidak 

dilibatkannya  pemerintah  daerah  yaitu karena kurangnya 

profesionalitas dalam pengelolaan pajak sektor batu bara. Pada Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020 juga dijelaskan mengenai 

 

 

 

 

 

euforia otonomi daerah secara politis lebih dimaknai sebagai pelimpahan 

kekuasaan yang tidak terbatas dan lebih berorientasi pada kepentingan 

jangka pendek serta sering dimaknai kepentingan penguasaan teritorial 

(Yofita, 2020: 196). 

Ketidakhadiran peran pemerintah daerah berimbas pada tidak 



 
 

NASKAH PUBLIKASI I MUHAMMAD NAZIHUN 21 
 

optimalnya pemasukan pajak batu bara. Beberapa kasus yang terjadi pada 

pengelolaan perizinan, pengawasan, kerusakan lingkungan, dan konflik 

antara masyarakat di sekitar lokasi pemanfaatan sumber daya alam dengan 

pihak pertambangan merefleksikan sisi negatif pengelolaan sumber daya 

alam pada era otonomi politik selama ini. Akibatnya, terjadi 

ketidakharmonisan dalam mengelola sumber daya alam antara pemerintah 

pusat dengan pemerintah daerah. Konflik ini terjadi karena adanya 

perebutan kewenangan yang dimana pemerintah daerah menuntut untuk 

dapat mengelola sumber daya alam sepenuhnya, sementara tuntutan 

terhadap pemerintah pusat untuk menciptakan keharmonisan dengan 

sektor-sektor yang berkaitan dengan usaha pertambangan. Maka dari itu, 

penyelenggaraan pertambangan mineral dan batu bara berada dalam 

kendali penuh pemerintah pusat yang tertera pada Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2020. 

Seharusnya, untuk menghindari konflik dibutuhkan sinergi antara 

pemerintah pusat dan daerah untuk dapat mengerjakan perannya masing-

masing. Salah satu langkah yang harusnya dilakukan adalah 

 

 

 

 

 

mengalokasikan pajak batu bara tidak hanya ke APBN saja, namun juga 

kepada pemerintah daerah. Dana ini dapat berguna bagi daerah serta 

mampu mendukung keberhasilan pembangunan serta ekonomi daerah. 

Keberhasilan pembangunan suatu daerah ditandai dengan pertumbuhan 

ekonomi daerah tersebut yang meliputi peningkatan produktivitas dari 

sektor potensial. Ketika perkembangan ekonomi yang terjadi di suatu 
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daerah menunjukkan hasil positif berarti terjadi peningkatan ekonomi, 

begitu juga sebaliknya (Zein, 2022: 142). 

Anggaran merupakan hasil perencanaan yang berupa perkiraan 

mengenai penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu 

tertentu (Achmad, 2021: 9). Suatu anggaran biasanya difungsikan sebagai 

catatan terhadap pengeluaran dan pemasukan keuangan negara, sehingga 

pada akhirnya dapat dijadikan patokan ataupun pedoman terhadap keluar 

masuknya keuangan negara. Terdapat tiga fungsi utama anggaran, yaitu 

(Rahayu, 2010: 173): 

1) Fungsi alokasi, yaitu fungsi bagi pemeritah untuk mengadakan alokasi 

terhadap biaya pendanaan yang diperuntukkan dalam pengadaan 

barang-barang kebutuhan maupun sarana yang dibutuhkan oleh 

kepentingan umum. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan 

antara banya uang yang beredar dengan banyaknya jasa dan barang 

yang diberikan kepada masyarakat. 

2) Fungsi distribusi, yaitu fungsi bagi pemerintah untuk 

menyeimbangkan pendistribusian ataupun penyaluran pendapatan 

 

 

 

 

 

negara dalam rangka terciptanya kesejahteraan bagi seluruh 

masyarakat. Pembagian pendapatan negara yang dilakukan secara 

merata akan menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, tentram, 

dan damai. 

3) Fungsi stabilisasi, yaitu fungsi bagi pemerintah dalam rangka 

meningkatkan stabilitas antara harga barang dengan kebutuhan 
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masyarakat, dengan tetap memperhatikan peningkatan dan 

pertumbuhan perekonomian negara. 

Negara sangat membutuhkan APBN yang teratur agar dapat digunakan 

dengan sebaik mungkin dalam pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. 

Anggaran negara dalam Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2021 Tentang APBN menjelaskan bahwa pembelanjaan negara 

merupakan tanggung jawab pemerintah pusat untuk mengurangi nilai 

bersih yang nantinya akan dialokasikan ke daerah dan dana desa (Azizah 

dan Maulana, 2023: 81). Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa sebelum dana mencapai ke daerah secara merata, dana terlebih dulu 

diberikan kepada pemerintah pusat. Hal ini membuat anggaran negara 

rentan akan adanya oknum yang dapat menggelapkan dana APBN. 

Kesejahteraan yang menjadi tujuan hidup bangsa harus diwujudkan 

dengan memiliki pondasi sistem ekonomi nasional yang kuat. 

Implementasi pengembangan ekonomi negara harus didasarkan pada cita-

cita bangsa yakni untuk kemakmuran rakyat dan penataan sistem 

 

 

 

 

 

hukum yang berpihak pada rakyat, terlebih tujuan pembangunan secara 

mikro dilakukan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil, 

makmur, dan merata secara materi (Sholihah, 2017: 24). 

Dalam menyusun rancangan APBN, pemerintah harus menyesuaikan 

anggaran dengan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini 

dijelaskan pada Pasal 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang 

berbunyi “anggaran pendapatan dan belanja negara disusun 



 
 

NASKAH PUBLIKASI I MUHAMMAD NAZIHUN 24 
 

sebagaimana kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan 

kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara”. Terdapat pedoman 

untuk menyusun APBN sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 yang berbunyi “penyusunan rencana anggaran 

pendapatan dan belanja negara berpedoman kepada rencana kerja 

pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara”. 

Adapun fungsi dari APBN antara lain: 

1) Sebagai penggerak dana investasi yang yang berfungsi untuk mengatur 

pengeluaran dan pendapatan negara untuk membiayai pelaksanaan 

kegiatan pemerintahan tentang pembangunan. 

2) Mencapai pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan 

nasional. 

3) Mencapai stabilitas perekonomian untuk menentukan arah dan 

prioritas pembangunan secara umum. 

 

 

 

 

 

 

 

Dana hasil penerimaan pajak yang dipungut pemerintah dari 

masyarakat akan masuk ke dalam kas APBN, yang nantinya akan 

digunakan oleh pemerintah untuk mengoperasikan jalannya pemerintahan 

seperti membayar gaji pegawai negeri, belanja negara, pembangunan dan 

memelihara infrastruktur, serta dapat digunakan oleh pemerintah untuk 

diberikan langsung pada rakyat yang membutuhkan dalam berbagai 

bentuk bantuan (Putri, 2023: 199). 

E. Kesimpulan 

 



 
 

NASKAH PUBLIKASI I MUHAMMAD NAZIHUN 25 
 

Optimalisasi pendapatan pajak pertambangan batu bara dapat dilakukan 

dengan beberapa hal seperti: 1) menerapkan asas keadilan dalam pungutan 

pajak batu bara, dalam hal ini pembayaran pajak harus dilakukan dengan 

memperhatikan kewajaran dan kepatutan; 2) pajak batu bara dapat menopang 

APBN untuk pembangunan nasional, dalam hal ini jika batu bara menjadi 

salah satu alat untuk menopang APBN dari segala kekurangan anggaran, 

harusnya pemerintah berperan aktif dalam memaksimalkan kepatuhan wajib 

pajak bagi para pengusaha penambang batu bara; 3) memanfaatkan pajak 

pertambangan batu bara dengan landasan dapat memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, sehingga hasil 

pajak batu bara tidak hanya dialokasikan ke APBN saja melainkan hingga 

sampai ke APBD. 

Hambatan dan solusi dalam pemungutan pajak batu bara, antara lain seperti: 

1) lemahnya penegakan hukum dalam sektor pajak batu bara, dalam hal ini 

terdapat beberapa faktor yaitu lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, 

lemahnya pemahaman hukum, masalah ekonomi, pekerjaan yang tidak 

transparan, dan lainnya. Dapat dilihat bahwa faktor penegak hukum harusnya 

memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum sebaik-baiknya; 2) 

rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam sektor batu bara, dalam hal ini 

terdapat indikasi bahwa para pengusaha batu bara 
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